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PUTUSAN
Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Brb
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Paya, 21 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Barabai, 12 Juni 1997,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor
453/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalii pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 00028/004/111/2022
tanggal 4 Maret 2022;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXxXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 7 hari, di
rumah orang tua Tergugat di kelurahan Barabai Darat, XXXXXXXXX XXXXXXX,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 bulan lebih dan terakhir di rumah
orang tua Penggugat di xxxx xxxx sekitar 7 hari. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan badan layaknya
suami isteri/qabla dukhul;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun
dan harmonis tidak dirasakan oleh Penggugat , setelah itu antara
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
3.1 Orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat;
3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil
selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyeret
lengan Penggugat dan juga Tergugat sampai mengusir Penggugat
dari rumah kediaman;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir April 2022, pada saat itu
Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat yang
sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal akhir April 2022 hingga saat ini tanggal 20
November 2023 selama 1 tahun 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal. Tergugat pernah datang bukan untuk mengajak
rukun dan kumpul kembali, namun hanya mengambil pakaian Tergugat saja,
kemudian pada akhir Mei 2022 orang tua Tergugat beserta keluarga datang
ke rumah kediaman Tergugat dan menyampaikan bahwa Tergugat sudah
menceraikan Penggugat secara di bawah tangan. Hal ini menggambarkan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Barabai Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsider :
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
relaas panggilan dengan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.Brb yang dibacakan di
dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan
rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak
hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Surat:
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- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melda in casu
Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, tanggal 31
Juli 2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya,
kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Batang Alai Selatan, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX Provinsi
Kalimantan Selatan, Nomor: 00028/004/111/2022 tanggal 04 Maret 2022,
bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian
diberi kode P.2;
2. Saksi:
Saksi 1, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang belum dikaruniai anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak
pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali, hal tersebut saksi
ketahui atas pernyataan Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 7 hari, di
rumah orang tua Tergugat di kelurahan Barabai Darat, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 1 bulan lebih dan
terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx sekitar 7 hari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal
selama lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi
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mengetahui  permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
dikarenakan tidak terbangunnya komunikasi secara baik, karena
Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah saling kenal dan
tiba-tiba menikah;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat
untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Penas Tani RT 02 RW 04 Desa Bakti
Kecamtan Batu Benawa Kabupaten HUlu Sungai Tengah, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
yang belum dikaruniai anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak
pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali, hal tersebut saksi
ketahui atas pernyataan Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 7 hari, di
rumah orang tua Tergugat di kelurahan Barabai Darat, XXXXXXXXX
XXXXXXX,  XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXxX sekitar 1 bulan lebih dan
terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxx sekitar 7 hari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal
selama lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi
mengetahui  permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
dikarenakan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara
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baik layaknya suami istri yang baru menikah, karena Penggugat dan

Tergugat sebelumnya belum pernah saling kenal dan tiba-tiba menikah;

- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada kepedulian lagi antara keduanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat

untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa
kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath
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Al-Mu‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim
sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim,

menyatakan:
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Artinya:  Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi
atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti
yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya

dan membuktikan keberadaaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat
yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumabh;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan, maka Penggugat tetap dibebani
untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti
P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2
tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang
secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata
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dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta
autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya
Hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan
mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2,
maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara,;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk
diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan
keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima
sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
belum dikaruniai anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah
melakukan hubungan suami istri sama sekali, hal tersebut saksi ketahui
atas pernyataan Penggugat dan Tergugat secara langsung;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 7 hari, di rumah orang
tua Tergugat di kelurahan Barabai Darat, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 1 bulan lebih dan terakhir di rumah orang tua

Penggugat di xxxx xxxx sekitar 7 hari;
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- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama
lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi mengetahui
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan komunikasi
Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara baik layaknya suami istri
yang baru menikah, karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum
pernah saling kenal dan tiba-tiba menikah;

- Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada kepedulian lagi antara keduanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak
bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta
yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-
saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara
materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara
ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
belum dikaruniai anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah
melakukan hubungan suami istri sama sekali, hal tersebut saksi ketahui
atas pernyataan Penggugat dan Tergugat secara langsung;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXKX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX sekitar 7 hari, di rumah orang

tua Tergugat di kelurahan Barabai Darat, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
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XXXX XXXXXX XxxXxxX sekitar 1 bulan lebih dan terakhir di rumah orang tua
Penggugat di xxxx xxxx sekitar 7 hari;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama
lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan
komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara baik layaknya
suami istri yang baru menikah, karena Penggugat dan Tergugat
sebelumnya belum pernah saling kenal dan tiba-tiba menikah;

6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada kepedulian lagi antara keduanya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak
bercerai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan
dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat
sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan
limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih
atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamain kepada
keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
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pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk
kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan
dengan dalil gugatan Penggugat terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi
terjadinya perceraian yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara
Penggugat dan Tergugat rumah tangganya terjadi permasalahan yang
disebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan
Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan
Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, karenanya
Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara
Penggugat dengan Tergugat yang kemudian berujung pada adanya kondisi
pisah tempat tinggal antara keduanya semenjak lebih dari 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan yang lalu sampai sekarang, hal tersebut kemudian menjadi
garinah yang menambah keyakinan Hakim bahwa selama berpisah masing-
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masing Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai
pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dipandang telah berada dalam
kondisi pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Hakim perlu merujuk Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan “bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti
retak-pecah di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga
terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai
pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini
telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim
berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas seluruh upaya
damai mulai dari upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga serta
penasihatan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata
tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Penggugat tetap
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat. Fakta yang demikian kemudian
menjadi sebuah persangkaan (voermoeden) bahwasanya perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit
untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Hakim berpendapat bahwa
unsur ketiga telah cukup terpenuh;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
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Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian
apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih
besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah figh

yang berbunyi:
ool wl> (e o 280 dwlaoll s, >

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam
sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Igna Juz Il halaman 133 sebagai
berikut:

wuolall ade sllo lg=>g ) a>g )l art, pas diuil ulg

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figh dalam Kitab Kitab Fighus Sunnah Juz Il
halaman 290 yang berbunyi:

codl wWhiclol raz g )l dins uoladl sl lalges cax 1519
Loglliol us 6 uiasndl plgs axo GUas V Lo slsuVI ylSs
aisL aslls lgélls Login zMoVl e uoladl e g

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti

yang diajukan oleh isri atau pengakuan suami dan konflik rumah
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tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan
untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim harus menjatuhkan talak bain suami

terhadap istri;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar
Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan
bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga
sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada
upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik
antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan
kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal
bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti
adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar
Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) poin (2)), yang menerangkan bahwa
perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suamifistri berselisih dan bertengkar
terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)
bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti
pecah (broken marriage) serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun
kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
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1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) di dalam
surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Barabai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.,
putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah melakukan hubungan
suami istri dengan Tergugat, maka talak yang jatuh adalah talak ba’in shughra
sebagaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) huruf a, selain itu talak
yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan
Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra
sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam,
maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya
berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami sebagaimana pasal 153 Kompilasi Hukum

Islam, maka bagi Penggugat tidak berlaku waktu tunggu atau iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp179.000,00 ( seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah );
Penutup
Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis, tanggal 7
Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445
Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. yang berdasarkan Surat
Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.Brb
tanggal 20 November 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari
adanya Surat lzin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung
Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada
hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut
dan dibantu oleh H. Anshari Saleh, S.H.l. sebagai Panitera, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera,
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anshari Saleh, S.H.l.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 75.000,00

- Panggilan 'Rp 34.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah ‘Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



